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BBUUPPAATTII BBOOGGOORR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan keselarasan
kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi
dalam sistem pengembangan karier Pegawai Negeri
Sipil telah disusun Pola Karir Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009
tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bogor;

b. bahwa dengan adanya penataan Organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor,
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pola Karir
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang …
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan …
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4192);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

10. Peraturan …
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4561);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

18. Peraturan …
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18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon
Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan
Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun
2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum
Daerah Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit
Umum Daerah Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan
Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 23);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 24);

28. Peraturan ...
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 25);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2010 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010
Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum
Daerah Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pembentukan Inspektorat dan Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 21);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 22);

Peraturan …
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum
Daerah Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 2);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14);

41. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Jabatan Fungsional (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bogor.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah
yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang
daerah.

5. Pegawai …
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5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS
adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
Bupati dan ditempatkan dalam suatu jabatan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Karir adalah perkembangan individu (pegawai) dalam
jenjang jabatan/pangkat yang dapat dicapai selama
pengabdiannya sebagai PNS.

7. Alur Karir Pegawai Negeri Sipil, merupakan bagian dari
perencanaan karir PNS dalam proses pembinaan yang
tidak terpisahkan dari manajemen kepegawaian secara
keseluruhan yang dilakukan sejak diterima sebagai
PNS sampai dengan saat berhenti atau pensiun.

8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat
seorang PNS berdasarkan golongannya dalam
rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan
sebagai dasar penggajian.

9. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokkan jabatan
dalam peringkat-peringkat, berdasarkan persamaan
dan tingkat pelaksanaan pekerjaan serta nilai relatif
dari tiap jabatan. Penggolongan atau pengelompokkan
berbagai jabatan yang ada di lingkungan pemerintah
baik horizontal (jabatan struktural umum, khusus dan
kewilayahan), vertikal maupun diagonal dengan
memperhatikan sifat pekerjaan, tingkat kesulitan serta
kompleksitas pekerjaan.

10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu
organisasi negara.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, kewajiban, hak serta wewenang
pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan
tugasnya diperlukan keahlian tertentu (profesionalitas),
serta kenaikan pangkatnya menggunakan angka kredit.

12. Jabatan Struktural Khusus adalah jabatan struktural
dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
yang memiliki sifat dan jenis pekerjaan yang
membutuhkan spesialisasi kompetensi dan skill.

13. Jabatan Struktural Umum adalah Jabatan struktural
dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
yang memiliki sifat dan jenis pekerjaan yang generalis.

14. Jabatan ...
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14. Jabatan Struktural Kewilayahan adalah Jabatan
struktural dalam Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bogor yang memiliki sifat dan jenis
pekerjaan yang kompleks meliputi penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah kerja
tertentu.

15. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan,
selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang
bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat
pembina kepegawaian daerah dalam pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan struktural Eselon II ke bawah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

Pola karir PNS meliputi prosedur analisa jabatan,
rekruitmen pegawai, promosi jabatan, perpindahan dalam
dan antar jabatan, klasifikasi dalam jabatan serta
penilaian kinerja sampai dengan pemberhentian dalam
jabatan untuk semua PNS dilingkungan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, kecuali PNS yang
diangkat sebagai Pejabat Negara seperti Bupati/Walikota
dan lain-lain.

Pasal 3
Pola karir PNS berfungsi sebagai pedoman bagi Pembina
Kepegawaian Daerah dan Baperjakat dalam pengembangan
karir PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
BAPERJAKAT

Pasal 4
Tugas, tanggung jawab dan fungsi Baperjakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 adalah memberikan pertimbangan
kepada Bupati dalam menetapkan :

a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS
dalam dan dari jabatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor;

b. kenaikan pangkat pilihan;

c. penunjukan ...
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c. penunjukan dan/atau penugasan PNS yang dicalonkan
menjadi peserta pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan; dan

d. perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang
menduduki jabatan struktural eselon II.

BAB IV
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN PEDOMAN POLA KARIR

Pasal 5

Sistematika pedoman pola karir PNS di lingkungan
Pemerintah Daerah terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PETA DAN KLASIFIKASI JABATAN
BAB III : POLA PENGEMBANGAN KARIER PNS
BAB IV : PENUTUP

Pasal 6
Isi dan uraian pedoman pola karir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 43), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 …
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 September 2013

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 11 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 55
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